
BUPATIBOJONEGORO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

Salinan 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMDI 
KABUPATENBOJONEGORO 

TAHUN 2018-2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (11 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMDI Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2018-2023; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 



2 - 

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara; 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4421) ; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah d.iubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
scbagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan 

terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

scbagaimana telah d.iubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor O 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 

2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 11); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 

Nomor 13); 

21 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 

Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16); 

Dengan Persetujuan Bersarna 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Dan 

BUPATIBOJONEGORO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN 
BOJONEGORO TAHUN 2018-2023. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro; 

2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro; 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro; 

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Bojonegoro yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan persetujuan 

bersama Bupati Bojonegoro; 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang 

selanjutnya disebut RPJM adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan 2023; 

6. Organisasi Perangka Daerah yang selanjutnya disebut OPD 

adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro. 

Pasal 2 
RPJMD merupakan: 

a. Penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati ke dalam 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan umum, program 

prioritas, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan 

berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2005-2025; 

b. Dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah 

sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku 

pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan 

daerah yang berkesinambungan. 

Pasal 3 

1) RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja 

Perangkat Daerah dan perencanaan penganggaran; 

2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan 

pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara 

perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan 

Kabupaten sekitar yang berbatasan. 
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BAB II 
RUANO LINGKUP, SISTEMATIKA, DAN URAIAN 

Pasal 4 

Sistematika RPJMD terdiri dari : 

a. BAB I PENDAHULUAN 

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

DAERAH 

e. BAB V VIS!, MIS!, TUJUAN DAN SASARAN 

f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH 

g. BAB VII KERANGKA PENDANMN PEMBANGUNAN DAN 

PROGRAM PERANGKAT DAERAH 

h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DAERAH 

1. BAB IX PENUTUP 

Pasal 5 

lsi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUAS! 

Pasal 6 

(1) Bupati melalui OPD yang tugas pokok dan fungsinya 

bertanggungjawab dalam bidang perencanaan 

pembangunan daerah melakukan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan RPJMD; 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD; 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan 

perubahan lingkungan strategis daerah; 

(4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) Bupati dapat menyempumakan RPJMD. 

Pasal 7 

OPD melaksanakan program-program dalam RPJMD yang 

d.ituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 

(Renstra-PD). 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 25 Maret 2019 

BUPATI BOJONEGORO, 

ttd. 

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH 
Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 25 Maret 2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHON 2019 NOMOR 2. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19740403 199403 1 003 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINS! JAWA 
TIMUR NOMOR: 55-2/2019. 


